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Abstract

The prohibition against Muhammadiyah congregants performing the Eid prayer at Nurul Tajdid Mosque in Barru
reflects issues concerning freedom of worship and the management of differences in religious practices. This
study aims to analyze the case based on the value of Belief in the One and Only God and to formulate a conflict-
prevention mechanism. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through
interviews with Ustaz B and AD, as well as documentation and literature studies. The data were analyzed through
data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that differences in determining
Eid al-Fitr constitute an issue of ijtihad and furu’iyah that should be addressed through tolerance and mutual
respect. Muhammadiyah congregants have the right to perform worship according to their beliefs. The proposed
innovation is a Tolerance-Based Mosque Management
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Abstrak

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru, menunjukkan
adanya persoalan kebebasan beribadah dan pengelolaan perbedaan praktik keagamaan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis peristiwa tersebut berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta merumuskan upaya
penyelesaian yang dapat mencegah konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustaz B dan AD, serta studi dokumentasi dan
literatur. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu’iyah yang
seharusnya disikapi dengan toleransi. Jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai
keyakinannya. Rekayasa ide yang ditawarkan adalah Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi
sebagai sarana dialog, mediasi, dan pencegahan konflik. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kebebasan
beribadah, toleransi, dan kerukunan umat.

Kata Kunci: kebebasan beribadah, toleransi, Muhammadiyah, Ketuhanan Yang Maha Esa, musyawarah.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, organisasi keagamaan, dan
praktik ibadah. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu dikelola
dengan sikap saling menghormati. Dalam konteks umat Islam, perbedaan dalam pelaksanaan ibadah,
termasuk penentuan Hari Raya ldulfitri, dapat terjadi karena adanya perbedaan metode ijtihad dan
pemahaman keagamaan. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatasi hak

kelompok lain dalam menjalankan ibadah.
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Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E
ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut sejalan dengan nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa yang menempatkan penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari
kehidupan berbangsa dan bernegara (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang, 2019). Namun,
dalam praktiknya, perbedaan keagamaan masih dapat menimbulkan ketegangan, terutama Kketika
berkaitan dengan penggunaan rumah ibadah.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan persoalan tersebut adalah pelarangan jemaah
Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru. Peristiwa ini tidak hanya
berkaitan dengan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah, tetapi juga berhubungan dengan toleransi,
pengelolaan masjid, komunikasi antarkelompok, serta kemungkinan adanya persoalan aset. Konflik
rumah ibadah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemilikan, pengelolaan, relasi sosial,
dan kurangnya komunikasi antar pihak (Arifinsyah & Fitriani, 2019; Firdaus et al., 2023).

Toleransi dalam kehidupan beragama tidak berarti menyeragamkan praktik ibadah. Toleransi
berarti memberikan ruang kepada setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap
menghormati ketertiban dan hak orang lain (Halim & Universitas, 2022; Yalni & Faisal, 2021)
Perbedaan juga perlu dikelola dalam kerangka ukhuwah agar tidak berkembang menjadi prasangka,
saling menyalahkan, dan kerenggangan hubungan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebebasan beribadah,
penghormatan terhadap perbedaan praktik ibadah, serta penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam kasus jemaah Muhammadiyah di Masjid Nurul Tajdid. Penelitian ini juga menawarkan Forum
Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi sebagai gagasan untuk mencegah dan
menyelesaikan konflik melalui dialog, mediasi, dan musyawarah. Gagasan tersebut sejalan dengan
pendekatan kolaboratif yang menekankan keterlibatan pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan

kelompok yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik (Ismail et al., 2024; Tajmila et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini
digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelarangan jemaah
Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru, serta kaitannya dengan
kebebasan beribadah, toleransi, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan dua narasumber, yaitu Ustaz B dan AD. Penggunaan inisial dilakukan untuk
menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Data sekunder diperolenh melalui studi dokumentasi dan
kajian terhadap artikel ilmiah yang membahas kebebasan beragama, toleransi, konflik rumah ibadah,
nilai-nilai Pancasila, ukhuwabh, serta peran pemerintah dalam menjamin kebebasan beribadah. Analisis
data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data
yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema, meliputi kebebasan menjalankan ibadah,

penghormatan terhadap perbedaan praktik ibadah, toleransi, musyawarah, kerukunan umat, dan Forum
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Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi. Selanjutnya, temuan dianalisis dengan

menghubungkannya pada teori, ketentuan konstitusional, dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN DISKUSI
Kebebasan Menjalankan Ibadah

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid, Barru,
memperlihatkan adanya persoalan dalam pemenuhan hak kebebasan beribadah. Setiap kelompok
memiliki landasan ilmu dan metode ijtihad masing-masing dalam menentukan pelaksanaan ibadah,
termasuk penetapan Hari Raya ldulfitri. Perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk
menghalangi kelompok lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E
ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut sejalan dengan nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang tidak hanya mengakui kehidupan beragama, tetapi juga menuntut penghormatan
terhadap hak setiap orang dalam menjalankan ibadah (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang,
2019).

Dengan demikian, jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk melaksanakan Salat ldulfitri
berdasarkan keyakinan dan landasan keilmuan yang dianut. Kebebasan tersebut tetap perlu dijalankan
dengan memperhatikan ketertiban umum dan hak masyarakat sekitar. Pengaturan penggunaan masjid
semestinya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan melalui pelarangan sepihak.
Penghormatan terhadap Perbedaan Praktik Ibadah

Perbedaan penentuan Hari Raya ldulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu’iyah. Setiap
kelompok dapat memiliki dasar pemikiran dan metode yang berbeda dalam memahami pelaksanaan
ibadah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu disikapi dengan kerendahan hati dan tidak menjadikan
pendapat sendiri sebagai satusatunya kebenaran yang harus diikuti pihak lain.

Perbedaan praktik ibadah juga tidak seharusnya menjadi dasar untuk memperlakukan kelompok
lain secara tidak adil. Selama pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu hak orang
lain, perbedaan tersebut perlu dihormati. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila melalui
penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pemeliharaan hubungan sosial (Pinilih, 2018;
Pradanna & Irawan, 2024).

Dalam konteks kasus ini, penghormatan terhadap perbedaan diwujudkan dengan memberikan
kesempatan kepada jemaah Muhammadiyah untuk melaksanakan Salat Idulfitri tanpa celaan, ancaman,
penghalangan, dan paksaan. Perbedaan organisasi maupun cara beribadah tidak seharusnya
menghilangkan persaudaraan antarsesama umat Islam.

Toleransi dan Sikap Tidak Memaksakan Kehendak
Perbedaan ijtihad merupakan hal yang wajar dalam kehidupan beragama. Saling menuduh dan
memaksakan pandangan dalam persoalan furu’iyah dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Toleransi tidak

berarti semua kelompok harus memiliki praktik ibadah yang seragam, tetapi memberikan ruang bagi
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setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap menghormati ketertiban dan hak orang
lain.

Pandangan tersebut sejalan dengan (Halim & Universitas, 2022; Yalni & Faisal, 2021), yang
menjelaskan bahwa toleransi beragama diwujudkan melalui sikap menghormati perbedaan dan tidak
memaksakan interpretasi keagamaan kepada orang lain. Dalam kasus jemaah Muhammadiyah, tindakan
penghadangan menunjukkan belum optimalnya penerapan toleransi.

Apabila perbedaan tidak disikapi secara toleran, kelompok yang dilarang beribadah dapat merasa
tidak dihargai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan, prasangka, saling menyalahkan,
dan kerenggangan hubungan sosial antara jemaah Muhammadiyah, pengurus masjid, serta masyarakat
yang memiliki pandangan berbeda. Karena itu, toleransi perlu diwujudkan melalui pemberian ruang
untuk beribadah, penghormatan terhadap metode ijtihad, dan penolakan terhadap segala bentuk
pemaksaan.

Musyawarah dan Penyelesaian Secara Damai

Perbedaan praktik keagamaan perlu diselesaikan melalui dialog, tabayun, dan musyawarah.
Tokoh agama serta pemimpin masyarakat memiliki peran penting sebagai penyejuk dan penengah.
Pengurus masjid, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah juga perlu dilibatkan agar penyelesaian
tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, pengelolaan, dan
kepemilikan masjid.

Konflik rumah ibadah sering kali tidak berdiri sendiri sebagai persoalan agama, tetapi berkaitan
pula dengan kepemilikan, pengelolaan, komunikasi, dan hubungan sosial (Arifinsyah & Fitriani, 2019;
Firdaus et al., 2023). Oleh sebab itu, penyelesaian konflik harus dilakukan secara menyeluruh dan
melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Mediasi pemerintah daerah dalam persoalan Masjid Nurul Tajdid merupakan bentuk
penyelesaian damai yang dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah, ketertiban umum,
dan penyelesaian persoalan aset. Namun, musyawarah sebaiknya dilakukan sejak awal sebagai langkah
pencegahan, bukan hanya setelah terjadi penghadangan atau konflik.

Kerukunan dan Persatuan Umat

Masjid seharusnya menjadi tempat ibadah, dialog, dan pemersatu umat. Masjid tidak semestinya
digunakan untuk memperbesar perbedaan atau memicu pertikaian antarkelompok. Pengelolaan masjid
perlu dilaksanakan secara terbuka, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perbedaan organisasi dan praktik keagamaan tidak boleh membuat masyarakat saling menjauh.
Setiap kelompok tetap hidup dalam satu masyarakat dan satu bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
perbedaan perlu dikelola dengan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan. Hal ini sejalan
dengan konsep ukhuwah yang menekankan pengelolaan perbedaan tanpa merusak hubungan
persaudaraan (Pradanna & Irawan, 2024).

Dalam kasus Masjid Nurul Tajdid, penghadangan terhadap jemaah Muhammadiyah

menunjukkan bahwa fungsi masjid sebagai sarana pemersatu belum terlaksana secara optimal.
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Kerukunan dapat diperkuat melalui aturan penggunaan masjid yang jelas, komunikasi antarjemaah,
keterlibatan tokoh agama, serta mekanisme penyelesaian masalah yang disepakati bersama.

Rekayasa Ide

Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi

Berdasarkan permasalahan pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di
Masjid Nurul Tajdid, diperlukan Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi sebagai
sarana pencegahan dan penyelesaian konflik. Forum ini melibatkan pengurus masjid, tokoh agama,
tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta perwakilan jemaah. Pembentukannya didasarkan pada
pertimbangan bahwa konflik rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama, tetapi juga
dapat dipengaruhi oleh masalah kepemilikan, pengelolaan, komunikasi, dan hubungan sosial
(Arifinsyah & Fitriani, 2019; Firdaus et al., 2023). Pendekatan kolaboratif diperlukan agar setiap pihak
dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara terbuka, sekaligus mencegah konflik
berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas (Ismail et al., 2024). Pemerintah daerah berperan
sebagai fasilitator untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam menjalankan
ibadah secara adil dan tanpa diskriminasi (Tajmila et al., 2025).

Forum tersebut berfungsi membahas jadwal dan penggunaan masjid, penyampaian informasi
kegiatan, persoalan kepemilikan atau pengelolaan aset, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi
perbedaan praktik ibadah. Setiap keputusan perlu dibuat melalui dialog, tabayun, dan musyawarah,
kemudian dituangkan dalam aturan tertulis yang disepakati bersama. Aturan tersebut harus menjamin
kesempatan setiap kelompok untuk beribadah serta melarang penghadangan, ancaman, kekerasan,
penghinaan, dan pemaksaan. Tokoh agama berperan menjelaskan bahwa perbedaan penentuan Hari
Raya ldulfitri merupakan persoalan ijtihad dan furu’iyah yang tidak seharusnya merusak ukhuwah
Islamiyah. Toleransi tidak berarti menyeragamkan praktik ibadah, tetapi memberikan ruang bagi
kelompok lain untuk menjalankan keyakinannya dengan tetap menghormati ketertiban dan hak
masyarakat (Halim & Universitas, 2022; Pradanna & Irawan, 2024; Yalni & Faisal, 2021).

Forum ini mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui jaminan kebebasan beribadah,
penghormatan terhadap perbedaan, sikap tidak memaksakan kehendak, dan penyelesaian masalah
secara damai (Fatmawati, 2011; Pinilih, 2018; Situmorang, 2019). Pelibatan masyarakat dan generasi
muda juga penting untuk memperkuat edukasi toleransi, menyebarkan informasi yang benar, serta
mencegah provokasi di lingkungan sosial maupun media digital (Malinda & Najicha, 2023; Pradanna
& Irawan, 2024). Dengan demikian, forum ini tidak hanya berfungsi setelah konflik terjadi, tetapi juga
menjadi mekanisme pencegahan melalui komunikasi terbuka, aturan penggunaan masjid yang adil, dan
keterlibatan seluruh pihak. Melalui forum tersebut, perbedaan praktik ibadah dapat dikelola secara

damai sehingga masjid tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, ruang dialog, dan sarana pemersatu umat.
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KESIMPULAN

Pelarangan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Nurul Tajdid
menunjukkan bahwa kebebasan beribadah dan penghormatan terhadap perbedaan praktik keagamaan
belum terlaksana secara optimal. Perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri merupakan persoalan ijtihad
dan furu’iyah yang seharusnya disikapi dengan toleransi, bukan melalui penghadangan, pelarangan,
atau pemaksaan kehendak. Jemaah Muhammadiyah memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan keyakinan dan landasan keilmuan yang dianut.

Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kasus tersebut dapat diwujudkan melalui
kebebasan beribadah, penghormatan terhadap perbedaan, sikap tidak memaksakan kehendak, serta
upaya menjaga persatuan umat. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan rasa
tidak dihargai, prasangka, ketegangan, dan kerenggangan hubungan sosial.

Forum Musyawarah Pengelolaan Masjid Berbasis Toleransi dapat menjadi mekanisme
pencegahan dan penyelesaian konflik. Forum ini melibatkan pengurus masjid, tokoh agama, tokoh
masyarakat, pemerintah, dan perwakilan jemaah untuk membahas penggunaan masjid, menyusun
aturan bersama, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog, tabayun, mediasi, dan musyawarah.
Melalui forum tersebut, masjid dapat berfungsi sebagai tempat ibadah, ruang dialog, dan sarana

pemersatu umat.
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